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KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG TIM

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PBMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERljlNDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Menimbang           :    a.    bahwa kerugian negara berupa kekurangan uang,  surat
berharga,   dan.   barang   milik   negara   di   li_ngkungan
Kemen`teriafl         Pemberd ayaaffi         Perempuan         d aft

Perlindungan    Anak    sebagai    akibat   dari    perbuatan
melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  lalai  diproses
melalui tuntutan ganti kerugian;

bo    Iba.hw.a  pegawai  Kemeffiteie®iaH  Peffiberdayaari  `Pereffipuan

dan  Perlindungan  Anak  atau  orang  lain  yang  karena

perbuatannya    melanggar    hukum    atau    melalaikan
kewajiban  sehingga  mengakibatkan  kerugian  keuangan
negara maka wajib mengganti kerugian tersebut;

co    bahw~a     unfuk     meriindaklanjuti     informasi     adanya
Kerugian    Negara,    maka    dilakukan    verifikasi    dan
inventarisasi    dengan    membentuk   Tim    Penyelesaian
Kerugian   Negara   dari   unsur   Pegawai   di   lingkungan
sat:uari  kerja ya-H-g mengala`ff±i  K:er.ugianl  N-egara.,-  Pegawai

di   lirigkungafl  ifispektorat,   Pegawai  yang  merri-bidangi

sumber   daya   manusia,    Pegawai   yang   membi¢angi,
Pegawai    yang    membidangi    hukum,    Pegawal    yang
membidangi BMN;

d.    t;ahtJfy'a   adanya   perubahan   keariggotaari   sebagaiffiaria
dimaksud dalam huruf c, maka perlu untuk membentuk
Tim    Penyelesaian    Kerugian    Negara    di    I,ifigkungan

Ke in e nte rian         Pen b erdayaan         Pe re mpuan         dan

Perlindungan ®..

www.gonitro.com

JDIH
Salinan

https:jdih.kemenpppa.go.id


KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

-2-

P.er±iffi.dungan Arrak;

e.    bahwa      berdasarkan      pertimbangan       sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,

perlu  menetapkan   Keputusan   Sekretaris   Kementerian
Pemberdayaan    Perempuan    dan    Perlindungan    Anak
fefifang          Pgrtlfeafiaffi     Atas.     Keput-H§a~fi     Sek'fefgi`ris

Ke menterian         Pe mb e rdayaan        Pere mpuan        D an
Perlindungan Anak Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Tim
Penyelesaian       Kermgian       Negara      Di       I,ingkungan

Ke ffieHferiaffi         Permberday.aafi         Perempu.an         dan
Perlindungan Anak.

Men8in8at 1®    Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  tahun  2016  tentang

Tata  Cara  Tuntutan  Ganti  Kerugian  Negara  terhadap
Pegawai   Ne-geri   BukaH   Berrdah-.ar-a  AtaH   PejaE5at   Lain

(Lembaran   Negera   Republik   Indonesia   Tahun      2016
Nomor    196,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5934);

2.    Pe.raturan   Presiden   Nom®r  65   Tahun   2020   tentang
Keffie'ffi€er±a-fi           Pe-ffifo-er-dayaa.H           Per-e-ffip-Haffi           daffi

Perlindungan     Anak     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2020  Nomor  133)  sebagalmana  telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023
tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  65
Tahun     2020     tentang     Kementerian     Pemberdayaan
Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);

3.    Peraturan    Menteri    Pemberdayaan    Perempuan    dan
PeT±iHdHrlg.arl    AH+ak    Nomor    4    T,ahHfi    2®20   tentan:g

Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian  Pemberdayaan
Perempuan   dan   Perlindungan   Anak   (Berita   Negara
Republik      Indonesia      Tahun      2020      Nomor      887)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri
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Pemb_e,.r.de~y.aan    P.e.r.erllpuan    .d.aTr}    Perlifl.dunga..n.    Ap.a.k

Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri   Pemberdayaan   Perempuan   dan   Perlindungan
Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja    Kementerian    Pemberdayaan    Perempuan    dan
Pef`IiffidH-figafi   Afiak   {Befi±`a   FapTegafa   RaptiE51ik   I-HdoHe®sta

Tahun 2023 Nomor 536);

4t    Peratu.rar±     MeE±teri     Pemberdeyaar±     Perempuar±     dan

Perlindungan  Anak  Nomor  9  Tahun  2020  tentang Tata
Cara Peaye±esaian KeREgiafi  Negara bagi Pegawai Negeri

Bukan   Bendahara   dan   Pejabat   Lain   di   Lingkungan
Ke in e n te rian         Pe mb e rd ayaan         Pe re mpuan         dan
Perlindungan  Anak  (Berita  Negara  Republik  Indonesia

Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSRAN:

Menetapkan      :   KEPUTUSAN     SEKRETARIS     KEMENTERIAN     PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN        DAN        PERLINDUNGAN        ANAK        TENTANG
PERUBAHAN   ATAS   KEPUTUSAN   SEKRETARIS   KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN    PEREMPUAN    DAN    PERLINDUNGAN    ANAK
NOREOP`    29    T4LHUN     2023    TEF{TAREG    TIM     PEP€YELESAIAP#
KERUGIAN       NEGARA       DI       LI N-a KU N GAN       KEM E P¢TERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU             :   Membentuk dan  menetapkan Tim Penyelesaiafi  Kerugian  Negara
di   Lingkungan   Kementerian   Pemberdayaan   Perempuan   dan
Pe.rlindungan  Anak  yang   selanjutnya   disebut   TPKN9   dengan
sHSHfiaffi  ke-aflggctaafi  seb-agedffiaffia  te-fcaffitHffi  dataffi  Laffi`pirafi
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA               :   Anggota  T-PKN  sebagaimana  dimaksud  dalam  diktum  KESATU
mempunyal    tugas    memeriksa    hasil    verifikasi    pemeriksaan
Kermgian Negara  berdasari=an  PeratHran  Menteri  Pemberdayaar±
Pefempfda-H dan Per-1ifid`~u`-i-Ig-a-ffi Affiak ENoffior 9 Tafitlfi 2020 teffi`ta-ffig
Tata  Cara  Penyelesaian   Kerugian  Negara  bagi  Pegawai  Negeri
Bukan Bendahara dan  Pejabat Lain  di Lingkungan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
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;   D.ala.in    in.elaks.arlakan    tugas   scb.agaimana    fdimaksLld    ,dalam_
diktum KEDUA, TPKN berwenang:

a®  menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
b.  mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian

Negara;
c®   menghitung jumlah Kerugian Negara; dan
d.  merlgifiv€r±tarisasi   harta   kekayaan   ffiilik   Pegawa±   Negeri

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan
sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara.

:   Dalam   melaksanakan   tugas   dan    kewenangan    sebagaimana
dimaksud  dalam  diktum   KEDUA  dan   diktum   KETIGA,  TPKN
mctaporkarl kepada MeHteri.

:   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada fanggal 28 MaFet 2024

PIJT®  SEKRETARIS KEMENTERIAN,

TITI BK0 RAHAYU
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN    PEREMPUAN    DAN    PERLINDUNGAN
ANAK REPUBIdlK INDONESIA
NOMOR      TAHUN 2024
TENTANG
.P_E.F± U_a.A#AN         ,AFAS         _K-E_PUTUSAIV         SB.KBEB.A_R_IS
KEMENTERIAN     PEMBERDAYAAN     PEREMPUAN     DAN
PERLINDUNGAN     ANAK     NOMOR     29     TAHUN     2023
TENTANCT  TIM  PENYELES.A.IAN  KERUCTIAN  NE.GARA  DI
I,INGKUNGAN           KEMENTERIAN           PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

NO HanA dABATEN JABATANDELENEIRE

1® Sandi Trf Leksono Auditor Ahli Madya Ketua

2® Rosandra Debi Auditor Ahli Pertama Se`kretaris

3. Deny Nia Pradhika Auditor Ahli Madya Ang8Ota

4. Kartika Mayasari ALiditor Ahli Muda An8gota

5®
I Iiidah Mutiara Hati Auditor Ahli Muda An8gota

6. Dian Rahlnawati
Analis Kepegawaian Ahli Madya An8gota
pada      Bir.o      Sulnber      Daya
Manusia dan Umum

7. Dwi Jalu Atmanto
Analis    Pengelolaan    Keuangan Anggota
APBN   Ahli   Madya   pada   Biro
Perencanaan dafl Keuangan

8. Yeyep Mulyana Analis  Hukum Ahli  Muda pada Anggota
Biro Hukum dan Humas

9. Franky Tielung
Kepala  Bagian  Rumah  Tangga Anggota
d an        LaLyan an        Pen gad aan
Barang/Jasa

10. Nesya Kartika R. Analis    Pengelolaan    Keuangan An88Ota
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APBN       Ahli       M uda       pada
Sekretariat       Deputi       Bidang
Pemenuhan Hak Anak

11. R. Didik Andriyanto
Analis   Anggarari   Ahli    Madya Anggota
pada Sekretariat Deputi Bidang
Perlindungan Khusus Affia

12. Vrandaromez
Analis   Anggaran   Ahli    Madya An8gota
pada Sekretariat Deputi Bidang
Perlindungan Hah Perempuan

13. Didik Agus Setiawan
Analis   Anggaran   Ahli    Madya Ang8Ota
pada Sekretariat Deputi Bidang
Kesetaraan Gender

14. Novarita

Analis   Sumber   Daya   Manusia An8gota
Aparatur     Ahli     Muda     pada
S e kre tariat                           Kom i si
Per`1indungan Analc ]ndones-ia

PIJT.  SEKRETARIS KEMENTERIAN,

TITI EK0 RAHAYU
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